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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA 

(FRANCHISEE) TERHADAP PEWARALABA (FRANCHISOR) YANG 

TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA 

(STPW) 

 

ABSTRAK 

Bisnis waralaba yang mengalami terjadi sangat pesat dan menjadi salah satu 

pemberi dampak pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia.  Franchise 

menjadi sebuah pilihan yang menjanjikan karena mekanise yang relatif efisien dan 

efektif serta resiko kerugian yang cukup kecil. Setiap waralaba diharuskan untuk 

mempunyai surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Namun, masih terdapat 

waralaba yang tidak mempunyai STPW tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui akibat hukum dari waralaba yang tidak mempunyai STPW serta 

akibat hukum bagi penerima ataupun pemberi waralaba yang tidak memiliki 

STPW. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian 

waralaba apabila tidak ada STPW adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. 

Sebab perjanjian waralaba tanpa STPW dianggap melanggara syarat dari 

perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal. Adapun perlindungan 

hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan 

pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yaitu perlindungan 

hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa penulisan 

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara jelas di perjanjian sedangkan 

untuk perlindungan hukum secara represif yaitu dengan penyelesaian sengketa 

melalui lembaga yang sudah ditunjuk sebelumnya dalam perjanjian. Selain itu 

perlindungan hukum penerima waralaba juga dapat berupa pencantuman klausula 

minimun perjanjian waralaba, pemberian sanksi administratif terhadap pemberi 

waralaba yang tidak mendaftarkan waralaba serta adanya klausul mengenai 

kepemilikan, perubahan kepemilikan, hak ahli waris juga klausula jaminan. 

 

Kata Kunci: waralaba, perlindungan hukum, surat tanda daftar waralaba (stpw) 
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LEGAL PROTECTION FOR FRENCHISEE AGAINST FRANCHISORS 

THAT DO NOT HAVE FRANCHISE REGISTRATION LETTER (STPW) 

 

ABSTRACT 

 

The franchise business is experiencing a very rapid occurrence and has become 

one of the impactors of economic growth, especially in Indonesia. Franchise 

becomes a promising choice because of the relatively efficient and effective 

mechanism and the risk of loss is quite small. Each franchisee is required to have 

a franchise registration certificate (STPW). However, there are still franchises 

that do not have the STPW. This study aims to determine the legal consequences 

of franchises that do not have STPW and the legal consequences for recipients or 

franchisors who do not have STPW. The type of research used in this research is 

normative research. The results of the study indicate that the legal consequence of 

a franchise agreement if there is no STPW is that the agreement is null and void. 

Because a franchise agreement without STPW is considered a violation of the 

terms of the agreement related to a lawful cause. As for the legal protection of the 

franchisee in the franchise agreement which is not preceded by the registration of 

the Franchise Registration Certificate (STPW), namely preventive and repressive 

legal protection. Preventive legal protection is in the form of writing the rights 

and obligations of each party clearly in the agreement, while for repressive legal 

protection, namely by resolving disputes through institutions that have been 

previously designated in the agreement. In addition, the legal protection of the 

franchisee can also be in the form of the inclusion of a minimum clause in the 

franchise agreement, the provision of administrative sanctions against the 

franchisor who does not register a franchise and the existence of clauses 

regarding ownership, change of ownership, heir rights as well as a guarantee 

clause. 

 

Keywords: franchise, legal protection, franchise registration certificate (stpw) 
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